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WALI KOTA METRO 
PROVINSI LAMPUNG   

 

PERATURAN WALI KOTA METRO 
NOMOR  13 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN  BARANG DAN JASA 
PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA METRO, 
 

 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51     ayat 
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan  

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a di atas, perlu menetapkan   Peraturan Wali Kota 
tentang  Standar Harga  Satuan  Barang  dan Jasa  Pemerintah 
Kota Metro Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang  Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia       Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
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  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor  28  Tahun  2020  (Lembaran  Negara Repubik  Indonesia  
Tahun   2020  Nomor  142, Tambahan Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 6523); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan  Presiden  Nomor 33 Tahun 2020  tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2023  (Lembaran  
Negara Repubik  Indonesia  Tahun   2023  Nomor  149, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
6901); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri      Nomor 120 Tahun 
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
350); 

  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 28 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Analisis  Harga  
Satuan  Pekerja  Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166); 

 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia           Tahun 
2016 Nomor 1433); 

 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kota Metro 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro 
Tahun 2019 Nomor 9,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota 
Metro Nomor 9); 
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 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro 

Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Metro  Nomor  9  Tahun  2021 (Lembaran Daerah 
Kota Metro Tahun  2021  Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Metro Nomor 9); 

 
                   MEMUTUSKAN : 

 
MENETAPKAN  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN 
ANGGARAN 2025. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik IndonesiaPemerintah Daerah adalah 
Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah bagian   
Perangkat Daerah selaku Pengguna anggaran/barang. 

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang 
dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan 
Pemerintah Kota Metro. 

8. Standar Satuan Harga adalah Satuan Harga yang 
ditetapkan oleh Wali Kota sebagai acuan penghitungan 
kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan 

pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen 
kegiatan. 
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BAB  II 

STANDAR HARGA SATUAN  

Pasal  2 

(1) Standar Harga Satuan meliputi : 
a. Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat dengan 

SSH adalah harga satuan setiap unit barang; 
b. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan 

SBU adalah harga satuan setiap non barang/jasa; 
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

dengan HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non 
fisik melalui analisis yang distandarkan sebagai elemen 
penyusunannya; 

d. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat 
dengan ASB adalah nilai kewajaran atas beban kerja dan 
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan; 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada     ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III 
dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 Pasal  3 

(1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Kota Metro. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan 
Pemerintah Kota Metro berfungsi sebagai : 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro; 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan 
Pemerintah Kota Metro berfungsi sebagai :  
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 

b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi 
yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu karena 
adanya kenaikan harga pasar. 

 
Pasal 4 

Penyusunan Standar Harga Satuan didasarkan atas beberapa 
tahapan sebagai berikut : 
a. Penentuan jenis penggolongan barang dan jasa terhadap 

kelompok barang adalah kelompok Standar Harga Satuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

b. Penyusunan Standar Harga Satuan yang sudah 

dikelompokkan pergolongan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, disusun dengan mengacu kepada 
harga sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Standar 
Harga Satuan Regional yang berlaku; 
 




